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ABSTRAK

salah satu sektor penting vany sedang miat dilaksanakan oleh pemernmiah dewasa ind
melalol program Pembangunan Nasional lima thon adalah pembangunan perumahan.
Mlaszlah i In-::'u,qal-mr:n salah satu dan keburuhan pokok masvarakat vang paling esensial.
Dalam mendinkan suatu bangunan, bark untuk tempat tinggal, tempat usaha ataupun unluk
keperluan lainoyva haruslah memperhatikan segi-segi ketertiban dan keindahan koda,

Bertalian dengan masalab mendinkan bangunan ini ditunout peranan Pemerintzh
Dacrah untuk lebih aktif dalanmy mengelola pembangunan i dan diperlukan ketegasan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya, Pembangunan harus dikendalikan
demgan legas oleh pemenntah dengan mengelusrkan Peraturan-peraturan Daerah yang
bersanghkutan. Salzh satu pengendalian pembangunan i adalah dengan adanva jalur
perzinan vang harws dilewats oleh prhak yang skan mendimikan bangzunan.

[zin Mendimikan Banpunan penting bagt Pemernintah Daerah dalam merencanakan
pembangunan dan pengendalian pembangunan perkotaan, dan fein lersebut jusa sanpat
penting bagi pemulik bangunan ity sendi;, agar pembangunzn yanz dilakukanoya
mempunyal pengesahan dart pemerintah dan pelaksamaannva akan mempunyai kekuatan
hukum.

[zin Menditikan Bangunan di dacrah Rabupaten Lima Pulub Eota diberikan aleh
aparat yang herwenang vang dalam hal im0 adalab [heas Pekerjasn Umum |, atas nama
Hupal: Kepals Daerah Kebupaten, Yang menjadi permasalaban bagl penulis adalah tentang
bagzimanzkzh pelaksanaan lzin Mendirtkan Bangunan tersebut di Kabupaten Lima Puluh
fonta, vantu bacmmana progedur pengurisannyg

Cralam hal 1zin i dalem pelaksanzannyvz akan diteman berbaganr pelangaran, maka
akan dikenakan sanksi terhadap pelanpparnya, Maks yang menjadi masalsh apakah sanksi
vanyg dapat diberikan dan bagaimana penvrapannya di dalam masvarakat. Kemuodian
masalah apa vang timbul di Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan dengan izin ini.

Maka tujuan dan peochivian dan penubisan inn adalah untek mencan jawaban dan
mertanvaan-pertanyvaan terscbut. Untuk fo penulis berusaba mendapatkan data-data dan
mahan-bahar i berbapa sumber dengan mengpunakan metods wawancara mauopun
medoman wawancara vang dianalisa dengan metode komperaul

Sebelum mendirikan suatu hanpusan pemilik barus mengures izinnya terlebih dabule
dengan. melewali prosedur dan persyaralan vang telah ditetapkan dalam Peraturan-
coraturan Daerah wvang  bersangkutan. Setelah semua persyaratan dipenvhi barulah
nendinkan bangunan dapat dilaksanakan, Dalam pelaksanaan izin ind ditemui berbagai
miasalan batk yang berasal den masyarakat maupun dan pihak pemernntah sendin,

sebagian dan masyvarakal masih ada vang belum memahami tentang 1zin Mendinkan
Sargunan i, sehingga bal 1tu menjadi salsh satw sebab dare berbapai pelangearan dan
cenvimpangan vang terjadi. Untuk memasvarakatkan Tan Mendinikan Bangunan ditengah
sasvarakat, maka diperfukan penyuluban dan pemberitahuan vang intensif, sehingpa
—=risipas! masyarakat dapat ditingkatkan.

Dralam penerapan sanksi lerhadap pelanggar perlu diambil wpaya yang tegas selain

zvukan dengan jalan damal dan musvawarzh, Hal itu dimaksudkan agar masyarakat
=ooh mematuln Ketentuan-ketenuan yang berlaku




BALI
PENDANTULTAN
"'lu.,q.
A, Latar Belakang Masalab

Pembangiman perumahan  adalah salah sato sektor penting dalam
pembangunan vang sedang eiat dilaksanakan oleh pemeriniah dewasa im melalu
Program  Pembangunan  Naswsal  lima  tahun (PROPENAS)  Perumahan
menvangkut salah satu dan tiga kebutuban fisik pokok masyarakat vang paling
gsensial varu sandang, panzan dan papan {peremehan). Ketetapan MPR 11 Mo
IVIMPRA999 dalam mist Gans-Caeers Besar Haluan Negara (GBHNY dalam buti
sembilan disebutkan balwa pervagudan kesejahieraan rakvat vang ditandar oleh
meningkatnya kualuas kebidupan yang lavak dsn bermariabat scrta member
perhatian utama pada tercukupinya Kebuluhan dasar vaity pangan, sandang, papan,
kesehatan, pendicdikan, dan lapangan kerpa,

Dalam pembangunan perumahan sm banyak sckalh segi-sepi atan fakior-
Laktor vang lersanghul didalamnya sepertt pihak-prhak vang berkepenningan dalam
pembanguman perumahan, hubungan pembangunan perumahan dengan berbaga
dampak vang menvertainya, magalah prosedor tertib hukum vang harus dilaln
ilalam pembangunan perumahan tersebut dan lain-lain sehapaimva.

Usaha mencukupt kebutuhan perumahan mempakan masalal yang rumit
Juga, hal mioselalu mengundang  perbatan berhagm pihak, mulai pejabat
pemenntah sampal kepada angeota masvarakat vang paling rendah selako warga

negars. Tapl sangal disavangkan balwa masih banyak anpeota masvarakat vang



helum mengetahun, belun memahami atan memang kadang-kadang sengaja untuk
tidak mengindahkan tata cars bagaimana sebarusnva mengarus kelatuhanma
serdin akan rumal sebagai tempat tinggal, tempat nsaba ataupun uniuk keperluan
[ainnyva.

Bagi masyvarakal perkotazn masalah pesmmaban i erat sckall kattansya
dengan  masalah  pembinaan kota.  Pembinoan  dopat  diartikan sebap
sembangunan valu mernbah sesuatu menjadi bara yang memiliki nilat-nila vang
febaly tnpet, dengan demikisn pembinaan juga mengandung makna sebagai
pembaharoar, varn melakokan vsaha-usaha untuk membuae sesuatu lebil sesua
tlany cocok denpan kebutohan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Berpepany dan pengertian tersebut diatas maka pembinaan kota diartikan

selagar membenkan pengarahan, bimbingan dan kekoatan sprinl sera
melakukan penpatoran pengawasan terhadap pertumbohas dan perkembangan kota
sehingea tercipta keadaan dan kondist keludupan vang memenuhi ketentuan dan
persvaratan hidup yang sehat, aman, tenteram, indah dan bersusila. Dengan
pembinaan kota vang tepat dapat dwsabakan pertumbuehan dan perkembangam
wchidupan bangsa vang sennbang, serasi dan selaras sesum dengan watak
Pancasila.”

kesulitan: memperoleh perumahan vang dapat digunakan scbagai tempar
tinggal di kota-keta besar menjadi semakim komplek karena kota merupakan

tempat konsentrast manusia dengan secala jenis kegiatannva diberbagai bidang

S Pamuedp, Pembinaan Perkorazn D Indoness, Timswm Dan Aspek Administras:
Pemerintzly, lalaman 7



BAB IV

PENUTLP

AL Wesimpulan
1. Hetap orang atay Badan Hokwm bark Swasta maupun Pemenneah uniok
mendinikan banzunan hamus mendapat [z Mendinkan Bangunan. lzin
Mendinkan Bangunan akan dibenkan oleh Bupati sebapm kepala Dagrsh
Fabupaten selelah permhonan szin ditehin dan memenuhi - persyaratan
pnenurut ketentuan dalam Peraturan Daerah.

Permohonan zin diajukan kepada Bupan Kepala Daerah melaloi
kepala Desa'kepala Kelurahan dan Camat®epala Perwakilan Kecamatan
dalam Wilavah mana bangunan e akan didirikan, Permohonan sam dibuat
digtas matera Rp 1 000 - (Sernby Rupiah) vang memuoat umuor, pekenaan,

fempart lingoe

i
oo

al, alamat vang dilengkapi lampiran yao

a. Salinan/foto copy Suarat Bukt Hak Aras Tanah, dan atau Surat
keterangan Status Tanah, yang diketabw oleh Mamak Kepala Raum,
Rerapstan Adat Magan, Kepala Desa'Repala Kelurahan  dan
CamatKepala Perwakilan Kecamatan,

b CGambar dasar alag bestek bangunar.

o, Dha keadaansituasi tanah dan bangunan,

d Tanda bukiz lunas Pajak Bumi dan Banguran (PBB),

Foto copy karu Tanda Penduduk (KTP).

o

. Surat kuasa apabila pemehon bukan pemilik bangonan.
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